
GUBEFI\LR GOI{ONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMTURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG PENJABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAEMh

Menimbang : a.

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2013

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan sehubungan dengan

perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit

organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek irlanja

dan antar rincian obyek belanja sefta untuk melaksanakan bantuan

keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Bone

Bolango yang dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan

pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur Rumah

Sakit Toto;

bahwa i.rcrciasarkan pertinrbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45

Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 i.lotnor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3312)
',.r.i-ja(j<i;fir<iil. i.eiai-r Ciubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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6.

7.

e

:7,

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsl

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [le6nr 4R44)'-  " " t ,  
(
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10.

1 1 .

t2 .

13 .

74.

15 .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502); I-'..__/
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17.

18.

1 v .

2r.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kiner;a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pedanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); I
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24.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 44);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20i0 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan menterl Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2072

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

PEMTURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 45 TAHUN 2OI2 TENTANG PEN]ABAMN ANGGAMN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN

ANGGAMN 2013 I
---J

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012

Nomor 45) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut I

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai

berikut:

2 .

a  h ^ - , 1 ^ ^ ^ t - ^
I .  r s r  r uoPdro r  I

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Belanja :

a. Belanja l rdak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp. 190.742.155.014,20

Rp. 725.527.944.314,00

Rp. 121.930.890.000.00

JumlahPendapatan Rp. 1.038.200.989.328,20

Ro. 27 5.667 .239. 585,27

Rp. 0,00

Rp. 4.500.000.000,00

Rp. 178.041.150.000,00

Rp. 1.000.000.000,00

Rp .74 .705 .181 .719 ,70

Rp. 18,210.000.000,00

Ro. 6.332.546,000.00

Rp. 558.456.177.304,23

Rp. 37.762.107.500,00

Rp. 291.968.69L796,23

Rp. 190.615.004.393.00

Ro. 520.345.803.689.23

Rp. 1.078.801.920.994,20Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)Rp. (40.600.931.666,00)
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3. Pembiayaan :

a. Penerimaan RP.

b. Pengeluaran RP.

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan 0,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Gorontalo.

75.600.931.666,00

35.000.000.000,00

Rp. 40.600.931.666.00

Rp.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 18
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
9 April 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
9 April 2013


